BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL,
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Menimbang

Mengingat

ca.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa dalam rangka mempermudah proses penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pengaturan minuman beralkohol, alkohol dan
obat-obatan dan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pengaturan minuman beralkohol,
penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol,
Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
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5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512)

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang
dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 68;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 43 M-DAG/PER/9/2009 tentang
Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol,;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007
tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan
Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL,
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-

obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara
mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari tanaman/
bahan yang mengandung alkohol / bahan lain sehingga menjadi jenis
minuman baru yang beralkohol.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Setiap orang dilarang:

a. menyalahgunakan alkohol/obat-obatan dengan tujuan agar
menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek
mabuk;

b. menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan agar
menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek
mabuk;

c. membuat, menjual atau mengedarkan oplosan, zat adiktif lainnya, obat-
obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan
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d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum
minuman beralkohol, minuman oplosan, tempat penyalahgunaan obat-
obatan dan zat adiktif lainnya.

(2) Setiap orang/ badan selaku pemilik usaha/ penyelenggara atau panitia
penyelenggara dilarang melakukan kegiatan penggunaan minuman
beralkohol/ minuman oplosan dan/atau kegiatan penyalahgunaan obat-
obatan dan zat adiktif lainnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai
ijin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal
5 huruf a dan huruf b direhabilitasi berdasarkan Putusan Pengadilan
yang tetap atau berdasarkan permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh

yang bersangkutan atau keluarganya berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

(4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(5) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD.

. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana
maksud pada ayat (I) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang
membidanginya berkoordinasi dengan Satpol Pamong Praja, Badan
Narkotika Kabupaten Banjar/BNN atau instansi yang bertanggungjawab.

. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (
lima puluh juta rupiah ).

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

6. Ketentuan dalam Pasal 15 dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI BANJAR,
Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
Ttd

H. NASRUN SYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ( 70/2017)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL,
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT- OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 255 dan Pasal 257 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, sedangkan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penegakan Perda
dan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan minuman beralkohol,
penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan Zat adiktif lainnya, maka
dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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